WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALl KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TERNIS SEKOLAH DASAR
NEGER!I PADA DINAS PENLIDIRAN KOTA MEDAN

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA MEDAN,

bahwa urtuk melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 267,

tentang Rinctan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikel
Kota Meden, perlu membentuk Peraturan Wali Ko
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Seholah
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

i

Pasal 13 avat (6) Uncang-Undang Dasar Negaia
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor & Dit Tahun 1956 tentats
Pembentukan Daerall Gronom Kora-Kota BHasda
Dalarm  Lingkungan aerah Propinst Sumiale”
Utara. |Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1956 Nemor 59, Tambahan Lembiirar
Negara Republik indonesia Nomor 1092}:
Undang-Undang Nemor 20 Tahyn 2003 tensans
Sistern  Pendidikan Nasional {Lembarai: Nepgare
Republik Indonesia Tahum 2003 Nomor ™
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 1301};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republi
mdonesia Tahun 2006 Nomor 112, Tambahz
Lembaren Negara Republik ndonesia Nomor 5035

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 renan.
Aparatur 8ipil Negara (Lemmbaran Negara Republi
Indonesia Tabun 2014 Nomor ©, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomio: 54241,



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 weniang
Pemeriniahan Daerzh (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahzi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587
schagaimana telah diubal beberapa kali teraihn
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarng
Nomor 23 Tahun 2014 Tenrang Permerintahear
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2015 Nemor 58. Tambahan Lemharar
Negara FPepublik Indonesia Nomar 5679}

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenvass
Admimisorasi  Pemerintahan  (Lembaran Megars
Republil: Indonesiz Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik [nclanesi
Nomor 3601):

Pereturen  Pemerintah  Nomor 22 Takun 1877
tentang Perluasan Daerah Koramadva Medas
(Lembzran Negara Republik indonesia Tahun 1977
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Rapub! [
ndonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nemor 50 Tahun 1G9t
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dar
Mardincing Di  Wilavah  Kabupaten Daerur
Tingkat {1 Kare. Kecamatan Pematang Bandar, Hu
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di  Wilayer
Kabuparen Daerah Tingkat Il Simalumpun
Kecamaran Parbuluan Di Wilayah Kabupater
Daeral Tingkat 11 Dam Dan Kecamatan Medar
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia. Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilavah Kotaimed 2
Daerah Tingkat 1 Medan Dalam Wilayah Propirns
Daerak Tingkat | Sumatera Utara (Lembarar
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun RSN
tentang  Pembentukan 18 (Delapan  Belas
Kecamatan Di  Wilayah Kabupaten-sabupaner:
Daerak Tingkat 11 Simalungun, Dairi. Tapanul
Selatan. Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengan
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daoral
Tingkar 11 Medan dalam Wilayah Propinsi Daeral
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Megas
Republil Indonesia Tahun 1992 Nomor 651




11.

12.

14.

16.

e

Peraturun Pemeriniglt Nomor 19 Tahan 200
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembars
Negara tepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4|
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonese
Nomor -+496], sebhagaimana telah diubah dengar
Peraturan Pemerintall Nomor 13 Tahun 2070
tentang Perubahan Kedua Atas Peraivrar
Pemeriniah Nomor 19 Tahun 20085 tentang Standas
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor 45, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor GRTon
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Reepubli
Indonesia Tahun 2008 Nomer 90, Tamiune
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 45621

Peraturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negera
Republilh  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 9
tambahan Lembaran Negara Republik Indonzss
Nomor 4364):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolahan  dan Penyelenggzraat
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran

Negara  Republik Indonesia  Nomor 503
sebagaimana telah  diubah dengan Peraiire:
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tertans
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 77
Tahun 2010 Enang Pengelalahan e
Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megals
Republik  Indonesta Tahun 2010 Nomor 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noamor 5157);

Peraturan Menteri Fendidikan dan Kebudavaa
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaz i
Pendidikan Oleh Satuar Pendidikan Dasar fam
Menengal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (<
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Der
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksara
Teknis Daerah [Berita Negara Republik 'ndonssiz
Tahun 2017 Namor 4+51);



7 Peraturan Daeraly Kota Medan Nowwsr ] 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranghka
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nemor 15, Tambahan Lemiburan
Daerah iota Medan Nomor 5).

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2037
rentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daeran
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) .
sebogaimana telah diubah dengan Peraturan Wel
Kota Medan Nomer <40 Tahun 2017 tentatis
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medar
Nomor 1 ‘fahun 2017 rtentang Keduduian
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tara
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medzn

Tzhun 29217 Nonior 40);

10, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2077
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kora Medeas
Tahun 2017 Nomor 38|:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBENTLUIKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI FADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

8

2.

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan Daerzh adalah penyelenggaraan urusar
pemerintahan cleh pemerintah daerah dan dewan perwakilar
rakyat daerah menurut asas otononu dan tugas pembantuzn
dengan prinsip otonomn:i seluas-luasnyva dalam sistem dan prinsip
Negawa Kesatuzn Republik Indonesia sebagaimana dimaksuc
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonese
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan = Daerah vang mMenmm e
pelaksanaan urusan oemerintahan yang menjadi kewenangar
daerah otonorm.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
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(1

(1

(2)

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medarn.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
Qekretaris adalah Sekieraris Dinas Pendidikan kota Medarn.

Sekolah Dasar Negeri vang selanjutmya disingkat SD Neger
adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar:

Kepala Sekolah Dasa:- Negeri adalah guru vang diberi (ugas
tambahan sebagai kepala sekolah:

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalal
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medar

BAB 11
PEMBENTUKAN, AEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Wwali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungar
Dinas.

UPT sebagaimana yang dimaksud pada avat (1) terdapat dalam
lampiran | yang merupakan bagian vang ridak terpisahkan dac
peraturan wali kota i

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal &

UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang bevada
lingkungan Dinas.

UPT Seckolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayal (1
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dar
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,



Paragral 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai {ugas menyelenggaianan
proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan  lingiuy
pendidikan  sekolah  dasar herdasarkan peraturan perundang
undangan.

Pasal &
Dalam menyelenggarakai tugas sebagaimana dimaksud dalair
Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyal fungsi :
menyelenggarakan kegiatan pendidikan;

a.

b. membina kesiswaan,

c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan fenags
kependidikan lamnya:

d. menyelenggarakan administrasi sekolah;

e. merencanakan pengembangan, pendayagunaar, dean

pemeliharaan sarana prasarana:

f melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, araliy
dan/masyarakat;

g melaksanakan  rekrutmen siswp  berdasarkan  perafiras
perundang-undangar.: dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

¢ S

Bagian Ketiga
Susunan Organisasl

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
b. Kepala Tata Usaha;
¢. Kepala Perpustakaan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnyval
dan
e. Pelaksana.

{2) Bagan struktur organisasl UPT  Sekolah Dasar Negen
sebagaimana dimaksud pada avat {1} tercantun dalaun lamp s
1l Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Kepala tata usaha schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ava: (1]
huruf b, dipimpin oleh seorang pejabar fungsional guru dan/«tau
pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk
melaksanakan rtugas, fungsi dan tanggung jawab mengelod
ketatausahaan sekolali, dan bertangungjawab kepada Kepiia
UPT.



(2]

(1)

(2)

{3

(4

Pengangkatan kepala tata usabia dilaksanakan oleh Kepala dinis
berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dal
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, direalisasikan pengisian jabatann:
berdasarkan kebutuhan riil  dan perpustakaannya  telal
memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundari
undangan.

Jabatan sebagaimanz dimaksud pada avat (1), diptmpin oler
seorang pejabat fungsonal guru, pustakawan dan/atal peraba
fungsional lainnva yang diberi  tugas tambahan urTul
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengolnk
perpustakaan, dan ber-angungjawabh kepada Kepala UPT.

Tugas, fungsi dan tangeungjawal sebagaimana pada avar (<
ditetapkan oleh kepela UPT berdasarkan peraturan perundang
undangan.

0y

Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepa
Dinas berdasarkan usulan dari Kepaia UPT herdasarks:
peraturan perundang-undangan.

BAB IlI
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

a.

merencanakan program dan Keglatan pembelajaran  Selwlah
Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kora, rencasnia
strategis, kurikulum dan rencana kerja Dinas  untus
terlaksananya sinergitss perencanaan:

menyusun bahan  lwebijakan teknis operasional, siavdil
operasional prosedur —standar kompetensi jabatan, anaisi
jabatan, analisis beban kerja. evaiuasi jabatan, dan siancal
lainnva lingkup Sekolah Dasar Negeri untule ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal;

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/ pemrosesall kedisiplibail Pegawal ASN (rezcurd cnd
punishment] dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar
Negeri berdasarkan atas peraturan perundang: undangan:
menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;



Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah -
a. menyiapkan bahan penyusunan - program dan

menganalisis  taniangan. peluaug, Kekualan, dan Relemaie
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah seris
keputusan penting lamnya dengan melibatkan  guru. komiwe
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan:
melaksanakan komunkasi secara proaktif dan persuaszil uniui
menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik den
masyarakat;

menjaga dan meningkatkan motivas: kerja pendidik dan ter:
kependidikan ~ dengen  menggun akan  sistem  pembcerian
penghargaan atas prestasi dan sangsi a1as pelanggaran peratures
dan kode etik;

menciptakan lingkungan pembelajaran vang efekiif bagi pesera
didik;

melaksanakan tugas dan ianggung jawab atas perencanzin
partisipatif mengenai pelaksanaan Luriluiumg

melaksanakan dan merumuskan program supervisi, seva
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan  nera
sekolah;

_ melaksanakan penyusunan dan memutuskan taia tertih proscs

helajar mengajar dengan melihatkan pihak terkait v

meningkatken — mutu pendidikan  berdasarkan  peratiren
perundang-undangan:

memfasilitasi pengembangan, penyebariuasarn, dan pelalk
visi pembelajeran  yang dikomunikasikan dengan batk da
didukung olch komunizas sekolah;

membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekoiab
dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belaja
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenags
kependidikan dengan memberi reladan dan menjaga nama s
lembaga dan profesi;

melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sunibe
dava sekolah untulk menciptakan lingkungan belgjar yang ania
sehat, efisien dan efek:ifl

menjalin  kerja sama dengan orang iua peserta dicih  ds
masvarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan
kebutuhan komuniras yang beragam. dan mermobilisasi sumbe:
dayva masyarakat;

melaporkan hasil pelalsanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Allae b

Bagian Kedua
kepala Tata Usaha

Pasal 10

pembelajaran Sekolat:  Dasar Negeri dengan mempadome
rencana umum kota, rencana strategis. kirikulum, dan rencans
kerja Dinas untuk terlaksananya sinergiias perencanaal,



b. menyiapkan bahan  kebijakan iekuis  operasional,  sienda
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan. analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Seko’ah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebik
lanjut oleh Kepala Dinas sehingge terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optrimal;

¢. membagi tugas, pembimbmgan. penilaian, penghargaarn. der
penegakan/pemrosesasn kedisiplinan Pegawai ASN (reward ane
punishment) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancearas
tugas Sekolah Dasar Negeri Dberdasarkan aras  peratiran
perundang undangar:

d. melakukan pengoordinasian dan penyehaan urusan pembu ke,
verifikasi, penghitungan anggaran. dan pertanggungjawaban
anggaran Sekolah Dasar Negeri:

e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegaval |
lingkungan Sekolah Desar Negeri:

£ melakukan pengoordirasian dan penycliaan urusan pembey eren
belanja pegawai, helanja barang, belanja modal, dan pembny: 12
lainnya:

g. melakukan penigelolaan data dan informasi pegawal;

h. melakukan fasilitasi peningkaran kompetensi pendidik dan ter s
kependidikan:

i melakukan kerja wsama di  bidang pengembangan  dan
pemberdayaan pendidiic dan tenaga kependidikan;

j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan
kearsipan,;

. melakukan urusan publikas: dan dokumentasi;

melakukan penyusunan rencana  kebutuhan, pengadazan.

penerimaan. inventarisasi, penvimpanan. penghapusan dan

pendistribusian barang, milik daerah;

m. melakukan pengoerdinasian dan penyeliaan urusan keamanan.
ketertiban, kebersihar, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Dasar Negeri:

n. melakukan pengaturar penggunaan sarana dan prasarana.

o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peiacia
didik dan masyarakart;

p. melaporkan hasil pelaksanaan lugas kepada Kepala Sekalab
Dasar Negeri: dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnyva vang ditugaskar olen
Kepala UPT.

1

Bagian ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainmy

Pasal 11

Uralan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsiona

lainnya adalah :

a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional laimnya
sebagaimana butir-butir Lkegiatan vang ditentukan didaiam
peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan
angka kredititya.
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L. melaporkan hasi pelaksanaan lugas kepada Kepala UPT. day
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UFT.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 12

(1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelatksars
berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan anaisis’
beban kerja dan sesuai dengan katentuan peraturan perdndang
undangan;

(2) Jabatan pelaksana mempunyat tugas melaksanakan tugas teiknls
operasional vang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sclaky
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan snalisis beban kerja berdasarkan peratuTar
perundang-undangarn:

(3] Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahza
Lainnya yang meru salan jabatan Pelaksana berdasakan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikar
formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapka’
standar pelayvanan, standar operasional  prosedur. kotak
pengaduan, serta secard berkala melaksanakan survei Nepuesse
Masyarakat [(SKM) pada Sekolah Dasar Negeri Dberdasarka
peraturan perundang-undangas,

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan
prinsip  koordinasi, integrasi  dan sinkronisasi  urittk
terselenggaranya proses belajar mengajar  dan  pelayanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila 1eijad
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yvang diperiulka:
sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(4) Kepala UPT bertanggung jawab niemimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan himbingan serta petunjuk Sax
pelaksanaan tugas bawahaniya.
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(5) Kepaia UPT waib mengikull dao mentatulil peraluran peruialiy-
undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dai
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan vang diteritna oleh Kepala UPT dari bawahennia
wajib diolah dan dipergunakan schagal bahan untuk penyusinan
laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan perunjuk
kepada bawahannya.

(7) Kepala UPT dalam penyampatan laporan kepada Kepala Dines
looma

tembusan laperan wajib disampaikan kepada satuan Orgailists
lain yang secara fungsional mempu nyai hubungan kerja

17

(8) Dalam rangka kelaricaran pelaksanaan tugas kegala U
memberikan birmbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan
rapat berkalz.

BAB \
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setap orang dapat  mengetahuinya. memerintalika
pengundangan Peraturan wali Kota ini dengan penempatanny
dalam Berita Daerah Kota Medant.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALl KOTA MEDAN,
rrcd
DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februan 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
trd
SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20
sesual dengan asinys

FAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
(XTA MEDAN,
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